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PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

NGMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG

IZIN TOKOQ QBAT

DENGAN RAKHMAT TUHAM YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING LILL,

Menimbang : a. batws sgjalan dengan Keputusan  Mandar
Dalam MNegert Nomor 130 — B¥ Tzhun 2002
bantang Pengakuan Kewsnangzan Kabuparsn
dan Kota Jo Keputusan Mentar Kesehstan
Nomor 1188 AMenkos!SKAXM93R  tentang
Wewenany Penstapan lzin dibidaag Kesehatan
Jo Keputusan Menteri Kesehstan Momor
133 1/Menkes!SKM2002, kewenangan



M= ngingat

]

penerbitan lzin Penyelenggaraan  Toko Chat
berada pada Kabupaten f Kots ;

. bahwa dalam rangka pembingan, pengaturan,

pPengawasan dan pengendalian  guna
perlindungan terhadap kepentingan  umum,
mzka perlu pengaturan perizinan

penyelenggaraan Toko Obar dalarm Kabupaten
Crgan #omering U

. bahwa sahubufigan dengan maksud tersebut

pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan
dengan Persturan Daerah Kabupaten Ogan
Kamering L.

. Undang - Undang Republik Indonesia Momar

28 Tahun 1959 tentany Permbentukan Daerah
Tkl dan Kotepraja i Sumatera  Selatan
(LembsEran Megara Bepublik Indonesia Tahwun
1858 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonasia Memar 18217 :

. Undang — Undang Republik Indonesia Nomaor 8

Tahun 1281 tentang Kitabh Undarg — undang
Hukum Acara Pidana [ Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahyn 1881 Momor 76,
lambahan Lembavan  MNegara  Republik
Indonesia Nomor 3208 % ;



. Undang — Undang Republk Indonesia Nomor
23 Tahun 1892 tentang Kesehatan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
100, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonasia Momor 34055)

- Undang — Undany Republik Indonesia Momar 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lemiaran
Megara Republik Indonasia Tahun 1997 Momor
., Tambahan Lembaran degara Republic
Indonesia  Momar 3671 ) ;

. Undang — Ungdang Republk Indonesia Momor
37 Takun 2003 tentang Pembentukan
kKabupaien Ogan Komering Ul Timwr,
Kabupaten ©Ogan HKometing Selatan  dan
kabupaten Ogan llir di Sumateras Selatan
{ Lembaran Negara Republik Indoncsia Takun
2003 Mamar 152, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Momeor 4347 §;

. Undang — Undeang Republik Indonesia Nomar
10 Tahun 2004 tentang Pambentukan
Peraturan Pemyndang - undangan {Lambaran
MNeagara Republik Indonssia Tahun 2004 Nomor
a3, Tambahan Lemkaran Negara Republik
Indonesia Mamor 4 353

. Undang — Lindang Repubiik Indenesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun




2004 Momor 125, Tambshan Lembaran Negara
Republik indonesia Momor 44375

. Peraturan  Pemerintah  Repuhblik  Indongsis
Momor 27 lahun 1923 tentang Palaksanaan
Undang — Undang Momaor B Tahun 1981
wentang Kitabh Undang - undang Hukum Acara
Pidana (Lermbaran Megara Repubhk Indonesia
Tahun 1983 Momor 38, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indaresia Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintan Rapublik  Indonesia
Momeor 25 Tahun 2800 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Fropinsi S=bagai
Daerab Otanom § Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Namar &4, Tambahan
Lembaran  Megara  Repuablik  Indochasia
Momor 3952 1 ;

10. Peraluran Menteri Dalam  Megeri Nomor 4

Tahun 1997 tentang Peryidik Pegawal Megen
Sigil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

1. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Momor

11804Menkes/SKAX 1503 lontang Wowanang
Penetapan izin dibidang Kesehatan

12 Keputusan Menteri Dalam Megeri Mamer 130

687 Tahun 2002 tentang  Penaakuan
Kewenangan kabupaten dan kota;




13 Keputusan Meren  Kesehatan Mormar
135 IMeRkes/SKA200Z  tentang  Perubahan
gtas Peraturan Menteri Kesghatan Marmor
1ETHaB YK 1972 tentang Padaganyg Coearan
Obat ;

14, Keputissan Mterberi Kesehatann  Mormor
GTaMenkssSENZ003 tentany Registrasi dan
Izin Kerja Asistan Apotekar |

15, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan  Kormenng
U Momar 2 Tahun 2001 tentang Susunan
Crganigasi dan Tata Kerja Dinas — dinas
Kebupaten Cgan Komerng Uo ( Lembaran
Daergh Tahun 2001 Momor 2 sen D).

Dengan Persetujuan Barsama

DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING LILL

dan
BUFATI OGAN KOMERING ULU
MEMUTUS¥AN :
Manatapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CO:GAN

KOMERING ULU TENTANG 1ZIN TOKO
OBPAT.




BAB |
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dasgrah ini yang dimeksud dengzn

1.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Kamering Lu.

Pemerintah Kabupatan adalah Pemerintah Kabupaten Qo
Komaring Wi,

Bupati adalah Bupati Cgan Ksmering Ulu.

. Dinas Kesehatan adalsh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan

Kutnering LHu.

Kepala Dinas adalah Kepals Dinas Kesehatan Kabupaten
Tyan Kamering Ui,

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melipul
perseroan terbatas, persercan kamanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milk negara atau Dasrah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, parkurmpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang seienis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha Taimnya ;

. Toka Obat adalah sustu tempat tarteri milik orang pribadi

atau Badan yang memiliki [zin melaksarakan  kegistan
menyimpan obat —obat bebas dan obat — chat babas tebalas
untuk dijual secara eceran.



8.

9.

n

(2

izin Toke Obat adalah izin yang diberikan clei Bupati kepada
arang pribadi atau Badan entuk menyimpan obat - obat bebas
dan ohat - obal bebas teratas untuk menjual 2acara eoeran
di tempat terentu.

Asizten Apoteker adatah Tenaga Kesshatan yang berijzzah
Sekolah Asisten Apoteker | Sekolah Menengah Farmasi,
Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan,
Akaderi Analis Farmasi dan Makanan Jurusan Analis Farmasi
dan Makanan Politeknik Kesshatan sesuai dengan peiaturan
Perundang — undangan yang berlaku;

BAE I
IZIN TOKO OBAT
Pazal 2

Setiap  arang  pribadi atay  Badan  yang  akan
menyelonggarakan Toko Ohat terlebih dahulu harus mendagat
Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Sotiap penyelenggaraan Toko Obat, hars .

a. Mempunyai iempat usaha yang tetap

b. Memiliki Azisten Apoteler



Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Pasal 2

Obijek |7in adalah setiap penyelerggaraan Toke Obat.

Fasal 4

Subjek  lzin  adalah orang pribagi  atau  Radan  yang
remyalenggarakan Toko Cbat.

Paragraf 2
Tata Cara Memperaleh lzin
Pazal 5

(1) Perrnahonan |zin Toko Obat sebagaimana dimaksud Pasal 2
diajukan zecara tertulis kepada Bupali melalii Dinas Teknis
yang membidangi unisan Kesehatan,

{2} Syarat — cyarat permohonan lzin Toko Obat sebagrimana
dimaksud ayat {1} ditetapkan dengan Paraturan Bupati sesuai
dengan Paraturan Perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 6

{1} Bupatf stau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakiu paling
lama 30 ( tiga puluh § hari karja sgjak tanggal permahonan



diteima, harus  memberican keputusan  menerima atau
menolak permohonan Lzin.

{2} Dialam hal permotonan sebagaimana dimaksud ayat {11 tidak
dapat ditedma harus dissrai dengan alasar — alasan
penolakannya.

{3t Apabila datam jangka waktu sgbagaimana dimeksyd dalam
ayat {1}, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
kepetusan meneritna atay nenclak, maka penmchonan izin
Toko Gbat dianggap diterima.

Pasal T

{1) Ternadap permohenan |zin Toko Cbkat harus dilakukan
pEmedksaan  persyaratan  adrministrasi | dan pemenksaan
kelengkapan secara fisk di termpal akan dizelenggarakan
Toko Obat,

{2} Hasil pernerksaan sebagaimana dimakayd pada ayat (1)
ditvangkan dalam Berita Acara Hssil Pemerksaan dan
ditandatangani cleh Tim Pemeriksa.

Pasal 8
{1) Dalam hal hasil permerksaan tim sebagaimana dimaksud

Fasal 7 masih befum memenuhi syarat, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dalam jangka wakiu tertentu sejak tanggal




11

permohanan diterma, mengelrarkan =urat pemberitahuan
kekurangan persyaratan.

(2) Untuk mslengkapi kekuiangan persyaratan sebagsimana
dimaksud  ayat (1), pemohon diberi kegempatan  untuk

melengkapi persyaratan torsebut dalam wakiu tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupali

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin
Pasal &
lzin Toks Obat berlaku =elama 3 itiga) tshun dan dapat
diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
Pagal 10

|zin sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak berlaku lagi apahila
1. izin diperokeh sacara tidak sah;

2. masa berlaku lzin sudah habis;
3. lokasi Toko Obat pindah alamat;

4. penvtupan karena permohonan sendiri;



11
5 dicabut alah Pejabat yang berwenang karana tidak mematuhi
peraturan Parundang — undangan yang beraki:

& pemilik dan atau Fenanggung javwab berpindah tangan.

Paragraf 2
Kewajlban dan Larangan
Pazal 11
{13 Pemilik Izin Toko Obat mempUnyai kewajban sehagai barikut -

a. mampekerjakan secrang  Asisten  Apoleker ==bagai
FEranggungjawak teknis fanmasi:

b. memasang papan nema di tempat vang mudah terlihat
oleh umum dengan tulsan * Tgko Obat Berizin * tidak
menenma / melayani resep dokter dan di bagiar bawah
pofok kanan haws dicantumkan nemaor izin :

o. membayar pungutan Deerah.

i2) Peryelenggara |zin Toko Obat dilarang sebagai berikut
8. menerma alau melayani resep Dokier-

b. membuat Qbat, mengemas atao mengganti  dengan
kemasan bary;



c. memasang lklan dan atan barang cetakan yang sama atau

menyamai nama apatik, pabrk Obat atau Pedagang besar
fammast.

BAE Il
PENYELENMGGARAAN TOKC DBAT
Fasal 12

{1} Penyelenggaraan Toko Obat meliputt kegiatan menyimpan,
menjual obat - abat bebas dan ohat — obat bebas terbatas
dalam kemasan berasal dari pabrik untuk dijual secara eraran.

{2} Dalam melaksanakan kegiatan penangguny jawab Toks Obat

harus menjaga agar Obat ~ obat vang dijual tetsp berkualitas
baik.

[3) Obkat — obat yang dijual harus berasal dan pabrik Farmasi
yang felah mendapal Lzin dari Dopartemen Keazhatan.

Pasal 13
Obat — chat yang masuk daftar obat bebas terbatas hamus

dizimpan gecara khusus dar tidak boleh dicampur dengan obat —
obatan atau barang — barang lain.
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BABE IV
PENEBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

§1) Fembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Toka
Okat sebagaimana dimaksud FPasal 2, dilakukan aleh BLipati
yang secard feknis dilsksanakan nlsh DOinas Teknis yang
membidangi unisan Kesehatan ;

{2) Ruang linghup dan tata cara pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud ayat {1} ditetapkan dengan Paraturan
Bupati sasuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB Y
SANKS ADMINISTRAST
Pasal 156

(1) Terhadap Toko Chat sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang
tidak metnatuhi kewajiban  dan  larangan  sebagaimana
dimaksud Pagal ‘11 serta Peraturan Perundang - undangan

lainnya yang berhubungan dengan uzahanya, maka lzin Tokn
Dbt dapat dicabet

{2} Tata cara pencabutan izin sebagaimena dimaksud ayal (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai  Peraturan
Perundang — undangan yang berlakuy.
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BAE VI
KETENTUAN PIDAMA
Pasal 14

1) Pelanggaran terhadap Katentuan Pasal 2, diancam Pidana
kurungan paling larma 3 (tiga) hulan stsu danda paling banyak
Rp. 50.000.000.- {imea puluh juta rupiah) dengan atau tanpa
marampa:  barang  terentu  untuk  Kabupalen, kecuali
ditentukan lain dalam Peraluran Perundang — undangan,

{2, Tindak Fidana sebagaimana dimsksud ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB ¥l
PENYIDIKAMN
Pazal 17

{1} Selain Pajabat Penyidik Umum yang barugas menyidik tindak
rpidana, panyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam FPeraturan Daerah ini dapat juga dilakukan olah
Penyidik Pegawai Negen Sipil ( PPNS } of lingkungan
Femenintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetaphan
sesuai dengan Peraturan  Perundangan-undangan yang
berlak.

{4} Dalam melaksanakan Tugas Penyidikar, para Pejabat
Fenyidik Fegawai MWegeri Sipil { PPNS ) =chagaimana
dimaksud ayat 1) bervenang



[ 5]

. menerima |aparan atau pengaduan dari sessorang tentang
adanya tindak pidana:

. melekukan tindakan pertama pada saac ity di lempat
kejadian dan melakukan pemeriksean;

. menyuruh berhenti sessorang tersangka dan memerikeg
tanda pengenal din tarsangka;

. melakukan penyitaan benda atau surat ;
. mengarmbil sidik jari dan memotret sescorang;

memanggil orang untuk didengar dan gipariksa sebagai
fersangka atau =aksi;

. mendatangkan orang ahli yang diperlukan  dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara

. mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat
petuniuk dari Panyidik Umum batra tidak terdapat cukup
hukti atau peristiwa tersebut, bukan merupakan Tindak
Fidana dan selanjumya melalyi  Penyidik  Umurm
thamberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Urmom,
tersangka 2tau keluarganya:

mengadakan tindakan lain menunut hukum yang dapat
dipertangguingjawabkan.
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BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 18

(t) Bagi Toko Obat yang telah mendapat izin sebelum berlakunya
Feraluran Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(£) Dalam  jangka wakiy 1 [saty) tahtn sejak berlakunya
Feraturan  Daerah  ini, penvelengoara  Toko  Obat
schagaimana  dimaksud  ayat (1) harus  mengadakan
penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETEMTUAN FENUTUP
Pasal 19

(11 Dengan bedakupya Peraturan Daerah ini, maka segala
ketertuan yang berortangan dengan Peraturan Daerah ini,
dinyatakan tidak berdaky.

{21 Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Craerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan
Iehih [anjut dengan Peraturan Bupati



Fasal 20
Pcraturan Craerzh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar gatiap crang mengatahuinya, memerintahlean
pengundangan Peraturan Daerah ini dergan pencmpatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering L.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 [e=o. PocT .

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto
EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

Plt. SEKRETARIS DAERAR KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap fidto
SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 HOMOR 5 3ERI E



